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Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat

permohonannya tanggal 07 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor

0010/Pdt.P/2016/PA.SUB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 29 Nopember 1999, di Desa Ongko Kecamatan Empang, para

Pemohon melangsungkan pemikahan menurut ketentuan syariat Islam di

wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten

Sumbawa;

Hdaman 1 dari 8 ha. Penetapan 0010/PtttP/2016/P^Sub

Seteiah mend^angar keterangan para pemohon ^^erta memeriksa saksi-

saksi;

Setelah me/nbacaljerkas perkara;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut,

dalam perkara pengesahan nikan yang diajukan oleh:

Surya Tauhid bin Ibrahim M. Yunus, umur 48 tahun, agama Islam,

pekerjaan PNS, terrrpai tinggal di Dusun Ngali RT.001

RW007 Desa Labahan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten

Suipbawe, sebagai Pemoho^,r—v

Hayati binti Jalaluddin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

/guru SD), tempat tinggal di Dusun Ngali RT.001 RW.007
| Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa,

t sebagai Pemohon H:—*^t-s-—I
!  ••'    •"Ji,I C/ !1

Pengadilsip Agama tersebut;<8|^----f-^J-f

PENETAPAN
Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.SUB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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5.Bahwa  selama pemikahan tersebut   tidak  ads- pihak  ketiga yang

mengganggu gugat pemikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula

para Pemohon tetap beragama Islam;—^——^

6.Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta

nikah, karana pemikahan para Pemohon temyata tidak terdaftar di Kantor

Urusan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah

tersebut  untuk  pembuatan  akte  kelahiran  anak,  yang  memerlukan

penetapan pengesahan nikah;

7.Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Surya Tauhid bin Ibrahim

M. Yunus dengan Pemohon II Hayati binti Jalaluddin yang dilaksanakan

Halrman 2 del 8 hal. Penefcpan 0010/PdtP/2O16/P/\.Sul>

2.Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus  beristri,

sekarang telah bercerai, dan Pemohon II berstatus janda mati, pemikahan

dilangsungkan dengan wall nikah ayah kandung Pemohon II yang bemama

Jalaluddin bin Bolang, dan dihadiri saksi nlkah masing-masing bemama

Sabram dan Baharuddin, S.Pd, dengan mas kawin berupa seperangkat alat

salat yang dibayar tunai;

3.Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat

semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

larangan untuk meiangsungkampernikahan, baik menumt ketentuan hukum

Islam maupun peraturpn perundang-undangan yang berlaku;

4.Bahwa setelah pemikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bemama:

a.Intan Cahaya NabilS, umur 15 tahun;-*-\--^-4

b.IndahAuliaArdBa, umur 12tahues --^ft4—4444

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada had sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di

muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang

isinya tetap dipertahankan qleh para pemohon; -N,-

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon

mengajukan bukti surat surat berupa :-„V-"^—^

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Surya Tauhid),

telah dibubuhi Meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi

kode P.1;f-^-j—f•A^FTtH

2.Fotokopi Kartu, Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hayati),   telah

dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

3.Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor

642/AC/2015/PA Sub, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya, bukti P-3;^x^——~J--;̂ 4,if'-^ '̂-

Bahwa selain bukti bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga

menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah

sebagai berikut:

1. Sabram bin Semaji;

-Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan

Para Pemohon;

-Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29

Nopember 1999, waktu itu saksi hadir dan menyaksikan pemikahan

tersebut;

-Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, yang menjadi wali adalah ayah

kandung Pemohon II yang bernama Jalaluddin bin Bolang, saksl-sakslnya

Halaman 3 del 8 Hal. Penetapan OOIO/PdtP/2016/PA.SuD

4. Biaya perkara menuruthukum;-

pada tanggal 29 Nopember 1999 di Desa Ongko Kecamatan Empang

Sumbawa;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan

tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Kabupaten

Sumbawa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Hdaman 4 dart 8 hal. Penetapan 0010/Pdtpr2016fPA.Srib

;
-Bahwa pada waktu pemikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah

ayah kandung Pemohon 41 yang bernama Jalaluddin bin Bolang, saksi-

saksinya Sabram dan Baharuddin, S.Pd,, dengan mahar atau maskawin

berupa seperangkat alat salat, dibayar tunai;

-Bahwa pada waktu itu, Pemohon I berstatus beristeri, dan Pemohon II

berstatus janda mati;

-Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isterinya yang dahulu;

-Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga,

atau susuan, keduanya beragama Islam hingga sekarang, demikian juga

antara Pemohon II dengan isteri pertama Pemohon I bukan bersaudara

dan tidak pula antara bibi-keponakan;

J-.

-Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai teman

kerja Para Pemohon; — t^ •%m>iA4mh*^j-^-tj

-Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29

Nopember 1999, watu itu saksi hadir dan menyaksikn pemikahan

tersebut;V—^^•^-—-—,

>, A

-   Bahwa selama pemlkahannya Pemohon t dan Pemohon II tidak pernah

bercerai dan telah,dikarunf^pto orang analt -•^—V

2. Baharuddin binra;-|—-4H^- ^*—4^,. ^-^*—4

keduanya beragama Islam hingga sekarang; -V

Sabram dan Baharuddin, S.Pd,, dengan mahar atau maskawin berupa

seperangkat alat salat, dibayar tunai;

-Bahwa pada waktu itu, Pemohon I berstatus beristeri, dan Pemohon II

berstatus Janda mati;

-Bahwa sekarang Pemohon I telah bercerai dengan isterinya yang

dahulu;

-Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga,

atau susuan, demikian juga antara Pemohon II dengan isteri pertama

Pemohon I bukan aaudara kandung, dan bukan keponakan-bibl,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-   Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah

bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak:

Bahwa selanjutnya, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu

apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini dltunjuk berita aoara

persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan penetapan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

adalah sebagaimanatervrakdiatas;.,   -^rl^".<f*.,,  \

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan: bahwa

Para Pemohon telab melangsungkan pernikahan seoara Islam pada tanggal 29

Nopember 1999, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama

Jalaluddin bin Bolang, dan maskawfn seperangkat atat salat dibayar tunai,

penikahan dilangsungkan di Desa Ongko, Kecamatan Empang, dengan dihadiri

beberapa tetangga termasuk Sabram dan Baharuddin, S.Pd,, akan tetapi

pemikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat; —

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon

mengajukan surat bukti p.1, P.2,dan P-3, sertadua orang saksi masing-masing

Sabram bin Semaji dan Baharuddin btt*Aras; -—y -̂

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, majelis mempertim-

bangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 dan P-2 adalah KartuTanda Penduduk Para Pemohon,

yang membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum

Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P-3 adalah Akta Cerai, yang mempunyai kekuatan

pembuktian sempuma dan menentukan, yang menunjukkan bahwa Pemohon I

telah telah bercerai dengan Nursiah, isterinya terdahulu, pada tanggal 30

Nopember 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing Sabram bin

Semaji dan Baharuddin bin Aras, telah memberikan keterangan yang

Halaman 5 dart 8 iral. Penetaian OOIO/Pdt.P/2016/PA.SiiD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, dan saling melengkapi, keterangan kedua saksi tersebut

didasarkan pada pengetahuannya, yang hadir dan ikut menyaksikan pernikan

Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksl tersebut

dapat diterima sebagai bukti;

Menlmbang, bahwa jlka keterangan saksi saksi tersebut, dihubungkan

dengan surat-surat bukti, dinyatak terbukti hal-hal sebagai berikut:

-bahwa pada tanggal 29 Nopember 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah

melangsungkan pernikahan secara Islam, di Desa Ongko Kecamatan

Empang Kabupaten Sumbawa dengan wall ayah kandung Pemohon II yang

bernama Jalaluddin bin Bolang, maskawin seperangkat alat salat dibayar

tunai, dan disaksikan oleh banyak orang termasuk saksi Sabram dan

Saharuddin, S.Pd/.-^*f->-/-i-\~-̂ t~^

-bahwa pada waktuitu Pemohon I berstatus beristeri, isedang Pemohon II

berstatus janda mati, keduanya tidak ada hubungan nasab maupun susuan,

demikian pula antara Pemohon II dengan isteri pertama Pemohon I, bukan

saudara kandung, dan bukan pula bibi-keponakarj;-;^-^

-bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isterinya yang dahulu pada tanggal

30 Nopember 201f;—•—-^f

-bahwa hingga kini Para Pemohon tetap beragama Islam;

-Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Register nikah Kantor

Urusan Agama;'  ••'   -^""

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis

berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada

tanggal 29 Nopember 1999 adalah pernikahan yang sah dan berdasar

ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 4,

dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu pernikahan Para Pemohon tersebut

tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Bab VI Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan

di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Hafeman 6 dan 8 hal. Penetapan OOIO/PcttP/2016/PA.Sub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Halaman 7 dari 8 W. Psnetapan 0010/P*P/2016/PA.Sub

Abubakar, S.H.Bffc+k-fflisbachul Munir, M.H.

Hakim Anggota,Hakim Ketua Majelis,

2.Menyatakan sah pemikahan Pemohon I (Surya Tauhkt bin Ibrahim M.

Yunus) dan Pemohon II (Hayati bind Jalaluddm) yang dilaksanakan pada 29

Nopember 1999 di Oesa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;—

3.Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan

tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Lape Kabupaten Sumbawa; -ife—mrtcl~r^4

4.Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 401;009,- (empat ratus satu ribu rupiah); -f

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada had Kamis, tanggal 21 Januari

2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 H, oleh, Drs. H.

Misbachul Munir, MH., sebagai Ketua majelis, Abubakar S.H. dan H. Muhlis,

S.H., sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh St Faridahtul Athransy,

S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada had itu juga penetapan ini

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadid oleh Para

Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,

oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan

Undang-Undang Nomor SO tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan

kepada Para Pemohon;

Mengingat,    Hukum syara'  dan  peraturan  perundangan  yang

bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohoii;-^

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haiaman 8 daii 8 hal. Perwtapan 001OP(ltP/20lfflP^Sub

Perincian Biaya:

1.Biaya Pendaft
2.Biaya proses

3.Biaya panggil

4.Redaksi

5.Meterai
J"m'ah

ransy, S.H.

Panitera Pengganti,

H
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